







A. Latar Belakang Masalah 
Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat 
menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/ penglihatan karena zat 
tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Peredaran narkotika semakin 
mengkhawatirkan di Indonesia karena peredarannya melingkupi disemua lapisan 
masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak, sehingga 
narkotika menjadi ancaman yang besar bagi Negara Indonesia.1 
Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika dalam Pasal 1 Ayat(1)adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan  atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan.2 
Berdasarkan karakteristik yang demikian, maka dampak dan korban yang 
ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat. Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), untuk 
selanjutnya disebut undang-undang narkotika, yang menggantikan Undang- 
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Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 67). 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam hal ketentuan pidana baik 
dalam penyalahguna dan tindak pidana narkotika lainnya terdapat  ancaman 
pidana yang berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi  sarana 
yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika.3 Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut 
bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas 
penyalahgunaan narkotika.  
Pasal 54 undang-undang narkotika, dimana pecandu narkotika dan 
penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi medis  dan rehabilitasi 
sosial. Ketentuan Pasal ini mengandung arti, dimana pengobatan dan atau 
perawatan tersebut selain sebagai kewajiban juga merupakan hak yang mestinya 
didapatkan dan diperjuangkan bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan 
narkotika ini, sehingga pelaku dapat memperjuangkannya untuk memperoleh 
pengobatan dan atau perawatan. 
Contoh kasus Putra Wakil Bupati (Wabup) Maros, Muh Arjab Mattotorang 
dihukum Pengadilan Negeri (PN) Maros atas kasus Narkoba dengan hukuman 8 
bulan penjara diganti dengan masa rehabilitasi. Ia dinyatakan terbukti bersalah 
melakukan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika. 
Sidang putusan ini dipimpin langsung oleh Ketua PN Maros, Ibrahim Palino 
bersama dua anggota majelis hakim lainnya, Rosdianti Samang dan Divo 
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Ardianto. Pembacaan putusan dilakukan didepan terdakwa tanpa penasihat 
hukum. 
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan, 
namun terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut dan diganti 
dengan menjalani pengobatan/ perawatan melalui rehabilitasi medis dan 
sosial di BNN Provinsi Sulsel atau di tempat rehabilitasi lainnya yang diakui 
pemerintah," kata Ibrahim Palino, di ruang sidang”.4 
Rehabilitasi bagi  para  pecandu  Narkotika  kemudian  dipertegas  kembali 
oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
Nomor 4 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut dijelaskan tentang adanya 
pengkualifikasian penyalahgunaan, ukuran golongan narkotika dan 
rehabilitasi.Namun inti dari SEMA tersebut adalah penguatan terhadap 
rehabilitasi bagi ketergantungan narkotika.5 
Undang - Undang Narkotika menyebutkan jika penyalahguna narkotika 
terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut. Bila 
membandingkan pasal-pasal tersebut, seharusnya terdapat perlakuan berbeda 
antara pengedar dan penyalahguna narkotika. Sayangnya, menurut Miko, penegak 
hukum lebih banyak menjerat Pasal 112 terhadap penyalahguna karena lebih 
mudah pembuktiannya. 
Kondisi tersebut berakibat penyalahguna narkotika tidak memiliki 
kesempatan memulihkan ketergantungannya. Dengan tidak pulihnya 
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ketergantungan tersebut, berpotensi penyalahguna menggunakan/memakai 
narkotika kembali di dalam penjara. Akibatnya, praktik jual beli narkotika 
semakin subur, bahkan di dalam penjara sekalipun. 
Tidak hanya itu, UU Narkotika lebih mengedepankan penjatuhan sanksi 
pidana penjara yang menimbulkan permasalahan lain yaitu daya tampung penjara 
yang saat ini sudah melebihi kapasitas (over kapasitas). Penjara yang penuh 
menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan bagi warga binaan dan petugas 
penjara. Selain itu, sesaknya penjara juga berpotensi tingginya konflik di dalam 
penjara. 
Seperti kita ketahui, revisi UU Narkotika telah masuk dalam Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018. Salah satu yang menjadi perhatian 
dalam revisi tersebut adalah keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN). 
Kewenangan lembaga ini sering kali berbenturan dengan Polri. BNN juga dinilai 
kesulitan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian 
Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya. 
Ada pula kasus sanksi serta rehabilitasi narkotika dalam syariat Islam yang 
diterapkan di Aceh meliputi seluruh sendi kehidupan, tercantum di bidang pidana. 
Hal ini tidak lain karena faktor cara pandang hidup orang Aceh itu sendiri. Sejak 
dahulu, Islam sudah menyatu (berasimilasi) ke dalam jiwa orang Aceh, termasuk 
menjadi spirit perjuangan melawan penjajah. Agama Islamsebagai rahmatan lil 
‘alaminyang menjadi pandangan hidup mereka dapat dilihat dari sejarah panjang 
di mana segala upaya perjuangan yang digalakkan di Aceh sebenarnya dalam 





Negara Kesatuan Republik Indoensia (selanjutnya disingkat dengan NKRI) 
disebut karena faktor dakwah Islam.” 
Qanun Jinayah Aceh yang sekarang terbilang lebih menyeluruh dibanding 
dengan sebelumnya. Sebelum Qanun Jinayah Aceh atau lebih tepatnya adalah 
Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disahkan, peraturan di 
bidang Jinayah tergolong masih uji coba. Peraturan itu bahkan berserakan dalam 
qanun yang berbeda-beda. Adapun Qanun Jinayah hadir dalam rangka 
menggantikan ketentuan pidana yang sudah ada dan mengakomodir seluruh 
ketentuan pidana yang bertebaran itu kedalam satu kodifikasi qanun yang lebih 
dikenal dengan sebutan Qanun Jinayah. Jika semula qanun di bidang jinayah 
hanya mengatur tentang khamar (minuman keras), maisir (perjudian), khalwat 
(bersunyi-sunyian), pelaksanaan syariat Islam, dan tentang pengelolaan zakat,6 
maka Qanun Jinayah sekarang ini meliputi 56 delik (jarimah), 12 bentuk pidana 
dengan rincian  3 sanksi pidana dan 9 sanksi tindakan.7 
Pengalaman penegakan syariat Islam yang tergolong mengalami babak baru 
di dunia hukum dan kajian ilmu hukum Indonesia menjadikan pelaksanaan syariat 
Islam di Aceh mendapat banyak kritikan. Pengkajian serius terhadap halini 
memang perlu dan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kritik atau protes 
bahkan bukan sekadar memberi masukan, beberapa aksi penolakan juga pernah 
terjadi. Beberapa kelompok masyarakat cenderung menolak pemberlakuan syariat 
Islam di Aceh. Bidang hukum yang paling mendapat sorotan itu adalah hukum 
pidana (jinayat). Isu diskriminasi antar golongan, gender, kelompok minoritas 
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seperti agama,8 dimunculkan untuk memprotes pemberlakukan Qanun Aceh 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut dengan Qanun 
Jinayah Aceh). Qanun Jinayah Aceh juga dianggap inkonstitusional karena 
bertabrakan dengan aturan di atasnya. Selain itu isu Hak Asasi Manusia juga 
menjadi viral dalam penolakan permberlakuan Qanun Jinayah ini. 
Di samping itu, keberadaan Qanun Jinayah dalam kerangka sistem hukum 
Nasional Indonesia merupakan terobosan baru yang perlu dikaji secara kritis. 
Dalam konteks Negara Kesatuan. Qanun Jinayah ternyata juga ditemukan 
berbagai problematika khususnya pada asas pemberlakuan dan tujuan pemidanaan 
yang tidak dirumuskan secara jelas. Hal ini erat kaitannya dengan potensi 
pelanggaran HAM khususnya pada aspek kebebasan beragama dan kebebasan 
menjalankan perintah atau ajaran agama menurut keyakinan masing- masing. 
Secara Nasional, pada tahun 2015, Badan Narkotika Nasional mempunyai 
program lebih 63.000 kasus penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. Dari 
jumlah tersebut, terdapat 161 kasus penyalahgunaa narkotika di Provinsi Aceh 
yang baru ditangani untuk rehabilitasi. Total yang telah direhabilitasi dihimpun 
dari berbagai tempat rahabilitasi yang ditunjuk oleh BNP Aceh berada di 
PantiTabina 35 penyalahguna, SPN Seulawah 74 penyalahguna, Rindam 32 
penyalahguna, dan Yayasan Yakita 20 penyalahguna. Selain itu, penyalahguna 
yang belum dilakukannya rehabilitasi dititipkan kepada orang tua atau keluarga 
penyalahguna narkotika, sambil menunggu dipanggil untuk dilakukannya 
rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika dikenakan hukum wajib lapor yang 
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mana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang 
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.9 
Tidak adanya Pusat Rehabilitasi di BNN Provinsi Aceh memberikan 
dampak yang sangat besar, dimana menimbulkan permasalahan yang baru 
terhadap penyalahguna narkotika, penyalahguna yang dititipkan kepada orang tua 
atau keluarga, melakukan pengulangan perbuatannya tersebut bahkan ada yang 
melarikan diri dari wilayah Hukum Provinsi Aceh. Selain itu muncul 
permasalahan dimana keadilan bagi penyalahguna narkotika yang seyogyanya 
harus direhabilitasi harus masih menunggu panggilan untuk direhabilitasi 
sehingga lebel tersangka penyalahguna tetap melekat sampai dipanggil dan di 
rehabilitasi. 
Berdasarkanpermasalahan tersebut diatas, maka peneliti sangat tertarik 
untukmeneliti lebih jauh lagi tentang “Sanksi Dan Hak Rehabilitasi Bagi 
Penyalahguna Narkotika Menurut Pasal 127 UU NO. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotikadan Qonun di Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Hukum Jinayat”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka  permasalahan ini dapat 
dirumuskan dalam beberapa rumusan, anatara lain : 
1. Bagaimana Sanksi dan Hak Rehabilitasi dalam Pasal 127 UU No. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hak Rehabilitasi yang terdapat 
dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat? 
                                                                 






2. Bagaimana Pertimbangan Berat Ringannya Sanksi dan Hak Rehabilitasi 
Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hak 
Rehabilitasi yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Hukum Jinayat? 
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Sanksi Dan Hak Rehabilitasi Bagi 
Penyalahguna Narkotika Menurut Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotikadan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Hukum Jinayat? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk Mengetahui Sanksi dan Hak Rehabilitasi dalam Pasal 127 UU 
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hak Rehabilitasi yang 
terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum 
Jinayat. 
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Berat Ringannya Sanksi dan Hak 
Rehabilitasi Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 
Hak Rehabilitasi yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Hukum Jinayat. 
3. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Sanksi Dan Hak 
Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Pasal 127 UU No. 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 






D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan/manfaat penelitian ini adalah : 
1. Secara Teoritis 
Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat berupa 
sumbangan pemikiran kepada pengemban ilmu hukum pada umumnya, khususnya 
pengkajian dan pengembangan materi Hukum Islam terhadap Hukum Nasional 
Indonesia. Sumbangan pemikiran ini mengenai “Sanksi dan Hak Rehabilitasi  
Penyalahgunaan Narkotika menurut Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotikadan menurut Qanun di Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum 
Jinayat.” 
2. Secara Praktis  
Sedangkan secara Praktis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran kepada para penegak hukum dalam menerapkan serta menjalankan 
hukum di Indonesia, dan para keluarga pecandu serta terkhusus bagi pecandu 
narkotika. 
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Tinjauan Pustaka (Literature Riview) yaitu proses penelusuran bahan 
pustaka untuk memilih dan menentukan teori yang akan digunakan dalam 
penelitian bahan pustaka ini dapat berupa buku-buku, jurnal hasil penelitian, atau 
apa saja yang menjadi khazanah dalam pengetahuan ilmiah. Untuk menguji 
kemurnian hasil riset ini, terlebih dulu dicoba kajian pustaka untuk memantapkan 
kalau riset ini belum sempat diteliti sebelumya, yaitu dengan menguraikan dengan 





1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Farid Fauzi, mahasiswa Universitas 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 Ditinjau Dari Hukum Islam”, temuan bahwa sanksi dalam 
Undang-undang No 35 Tahun 2009 digolongkan kepada III golongan, 
yaitu pidana penjara minimal  2 (dua) tahun dan maksimal 20 (dua 
puluh) tahun, ditambah dengan denda. Sedangkan hukuman bagi 
pengguna narkotika menurut Islam tidak dijelaskan secara terperinci, 
namunhanya diberikan pidana berupa ta’zir yaitu hukuman yang 
diputuskan oleh hakim.10 
2. Dalam skripsi karya Muhammad Rujaini Tanjung, yang berjudul 
“Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif 
dan Hukum Islam)”, temuan dalam skripsi tersebut ialah:Rehabilitasi 
diatur dalam Pasal 37- 39 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Psikotropika. Diatur dalam Pasal 54- 59 Undang- undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diatur dalam Surat Edaran 
Mahkamah Agung Repoblik Indomesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Penempatan Penyalahguna. Dalam Surat eadaran Mahkamah Agung 
Repoblik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika didalam lembaga Rehabilitasi Kedokteran 
serta Rehabilitasi Sosial. Sedangkan rehabilitasi menurut hukum Islam 
merupakan sesuatu hak untuk penyalahguna narkoba, disebabkan 
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seseorang Muslim harus mempertanggungjawabkan perbuatan dirinya 
sendiri.11 
F. Kerangka Pemikiran 
Kerangka teori adalah kemampuan seseorang peneliti dalam  
mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori 
yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau 
landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori 
sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan 
keterpautan fakta- fakta yang ada secara sistematis.12 
1. Teori Implementasi Rehabilitasi 
Beberapa tujuan yang pemidanaan lakukan untuk dapat diklasifikasikan 
bersumber pada teori- teori tentang pemidanaan. Dimana tentang tujuan 
pemidanaan ini bisa dijabarkan bersumber pada tujuan retributive, deterrence, 
treatment, social defence. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori 
treatment serta social defence.13 
Teori treatmen merupakan upaya dalam rehabilitasi terhadap pecandu 
narkotika, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ialah sesuatu proses aktivitas 
penyembuhan secara terpadu untuk melepaskan pecandu dari 
ketergantungan.Perihal tersebut cocok dengan pemidanaan yang dimaksudkan 
pada aliran teori treatment ialah untuk berikan kegiatan perawatan (treatment) 
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serta perbaikan (rehabilitation) kepada pelakon kejahatan selaku pengganti dari 
penghukuman. 
Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan 
perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).Treatment sebagai tujuan 
pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada 
perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk 
memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada 
pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah 
orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan 
perbaikan (rehabilitation).14 
Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata 
terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat 
secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi 
oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. 
Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (treatment) untuk 
melindungi kepentingan masyarakat. Metode treatment sebagai pengganti 
pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari 
dalam kriminologi.15 
Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang 
dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model 
yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang 
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potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi 
suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan. 
Bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri ketentuan pidananya diatur 
dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap penyalah guna narkotika 
diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban 
penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. Untuk anak penyalah gunaan Narkotika juga harus diupayakan 
diversi secara restorative justice karena anak masih dilundungi oleh Negara dan 
didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga anak yang berkonflik 
dengan hukum harus diupayakan diversi secara restorative justice, terdapat dalam 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak.  
Rehabilitasi (pemulihan), diterjemahkan sebagai pertolongan kepada para 
terpidana untuk pulih sebagai sedia kala. Konsekensinya tentunya adalah 
menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktek terjadi 
ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi 
dalam angka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang.16 
Andrew Ashwort berpendapat bahwa sesungguhnya rehablitasi adalah 
penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan Detterence. Bila tujuan utama 
dari teori Detterence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya 
kejahatan, maka rehabilitsi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atas 
memperbaiki pelaku. Dalam kajian kriminologi, Detterence dilatarbelakangi oleh 
                                                                 





pandangan rational choice yang merupakan paham yang berkembang dalam teori 
kriminologi klasik. Disisi lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang 
sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Maka berbeda 
dengan rehabilitasi yang dilatar belakangi pandangan positivis dalam kriminologi, 
maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau 
penyimpangan sosial baik pandangan pskiatri atau psikologi. 17 
Berdasarkan peraturan yang ada, implementasi rehabilitasi narkotika sudah 
diatur oleh beberapa peraturan yang jelas akan tetapi dalam implementasinya 
rehabilitasi terhadap narkotika tidak dijalankan dengan semestinya meskipun 
sudah adaperaturan-peraturan yang mengaturnya, peraturan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a) Surat Edaran Mahkamah Agung“(SEMA)”Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Penempatan Penyalahguna, Korban”Penyalahguna Kedalam Lembaga 
Medis dan”Sosial. 
b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 
Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan 
Rehabilitasi. 
2. Teori Sistem Hukum 
Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa teori tentang sistem hukum 
menjadi tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum 
(kultur hukum). Ketiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. 
                                                                 





Friedman sebagai Three Elements of LegalSystem18 (tiga elemen dari sistem 
hukum). Menurut Lawrence M. Friedman  dalam Achmad Ali yang dimaksud 
dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut yaitu: 
1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada 
beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para 
polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan 
lain-lain. 
2) Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan 
asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan 
pengadilan. 
3) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- 
keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik 
dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang 
hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. 
Cara lain dalam mengambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman, 
adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, subtansi hukum diibaratkan 
sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan 
kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk 
menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaiaman mesin 
tersebut digunakan.19 
 
                                                                 
18 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2009), h. 204. 






Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus 
pengamatan dalam melaksanakan penelitian.20 Batasan pengertian dari istilah 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a) Implementasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
pelaksanaan, penerapan. 
b) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau 
adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, 
tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 
kegiatan.21 
c) Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian 
hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga 
keselarasan, keseimbanagan dan keserasian antara moralitas sipil yang 
didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai 
suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk 
masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan 
keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem 
peradilan pidana. 
d) Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang 
memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologinya (Pasal 1 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi 
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21 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasisi Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo 





dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang berat). 
e) Korban penyalahgunaan Narkotika adalah adalah Seseorang yang tidak 
sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, 
dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.22 
G. Langkah-langkah Penelitian 
1. Pendekatan Masalah 
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yakni dilakukan dengan 
penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yg sedang di teliti berdasarkan 
bahan-bahan yg sudah di kumpulkan dengan mempelajari, melihat dan menelaah 
mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, 
konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem 
hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.23 
2. Jenis Data Sumber  
Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara 2 yang diperoleh 
dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.24 Data tersebut yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang dijadikan sumber data pokok yaitu : 
a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 5. 





b) Undang-Undang Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum 
Jinayat 
b.Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menunjang hasil 
penelitian penulis mencari informasi dengan penelitian dalam buku-buku, 
perundang-undangan lainnya yg berkaitan dengan objek penelitian, karya ilmiah, 
junal, internet, pendapat para ahli dan lain-lain. 
3. Pengumpulan Data 
Adapun pengumpulan data dilakukan dengan : 
a.  Studi Pustaka (Library Research).  
Studi pustaka yaitupenelitian yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan 
dengan cara mempelajari, membaca, mendalami, menelaah dan mengutip dari 
buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan  yang ada relevansinya dengan judul penelitian. 
 
 
b. Dokumentasi  
Yaitu dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis serta memilih, 
memilah dan mengambil point pentingnya kedalam skripsi. 
c. Analisis data 
Data yang sudah terkumpul baik dari bahan hukum primer maupun 





merupakan kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode induktif, ialah 
menguraikan informasi dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, 
jelas serta terperinci yang setelah itu diinterpretasikan untuk mendapatkan 
suatu kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan identifikasi masalah 
dalam penelitian ini. 
 
